PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
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BREBES - 562212

Brebes, 28 September 2021

Kepada :
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Se - Kabupaten Brebes
di
BREBES

Surat Edaran
Nomor : 903/21-4% /2021

TENTANG
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022

Dengan telah ditetapkannya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten
Brebes dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 September 2021, dalam rangka penyusunan
APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal
sebagai berikut :
A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahyn 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Bupati Brebes Nomor 091 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Brebes.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 031 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial;

Peraturan Bupati Brebes Nomor 033 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan;,

Peraturan Bupati Brebes Nomor 034 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggung-jawaban Belanja Tidak
Terduga;



Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan target sasaran pembangunan di

Kabupaten Brebes Tahun 2022 dan mendasarkan pada isu strategis serta kebijakan

upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPIJMD

yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2022 maka fokus pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 adalah

Pemantapan Pembangunan Daerah di Semua Sektor Menuju Brebes Unggul, Sejahtera

dan Berkeadilan, maka prioritas penyusunan perencanaan program diarahkan untuk :
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Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pemulihan Ekonomi Daerah

Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Pembangunan Infrastruktur

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai

berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan

penerimaan dan pengeluaran daerah.



Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

Kebijakan yang perlu diperhatikan kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari :

1

Penerimaan daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah
dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
Pengeluaran daerah

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan
kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan

secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan

tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian

pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

E. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dan DPRD

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dilaksanakan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 paling lambat 1
(satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2022.

Substansi KUA/Perubahan KUA memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, rancangan PPAS/perubahan PPAS
memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan

sub kegiatan.



Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama
DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman
penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-
SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan
dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan
darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat
menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS.

RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya.

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran
berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah
dan DPRD.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala
Daerah menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD
dengan berpedoman kepada RPIJIMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga)
hari sejak tanggal persetujuan rancangan Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota. Evaluasi dilakukan dengan mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021;
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Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD
bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Penyempurnaan hasil
evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah
tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain

memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan

hal khusus lainnya, antara lain:

1.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah
Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan
anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud
disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022.

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran
kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar
gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan
program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.




Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik
minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja
bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil
dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal,
Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani
antara lain:

1) urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan;

2) urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;

3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan;

4) urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

5) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat: 1) bidang urusan bencana sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 2) bidang
urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota; dan 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban
umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.




6)

7)

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai ASN (PNS dan
PPPK) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang
melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan
telah diperhitungkan dalam alokasi dasar pada perhitungan Dana
Alokasi Umum (DAU).

Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang
ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi pengangkatan
PPPK pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan
formasi PPPK tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU
tahun anggaran 2021 melalui komponen Alokasi Dasar (AD).
Penganggaran atas formasi pengangkatan PPPK merupakan bagian
dari belanja wajib paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana
tertuang dalam penjelasan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021 sehingga penggunaannya secara
spesifik atau bersifat earmarked, dan tidak dapat digunakan untuk
belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan
formasi PPPK yang belum direalisasikan dan/atau sisa pendanaan
atas pengangkatan formasi PPPK pemerintah daerah pada tahun
2021 digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas
pengangkatan formasi PPPK.




G. Mekanisme

Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disusun sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan disampaikan kepada Bupati
Brebes Cg. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes
sebagaimana format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam 2 (dua) bendel dan
sudah harus dientry dalam aplikasi SIPD mulai tanggal 24 September 2021 sampai
dengan 26 September 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.
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Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan) ;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes ;
3. Arsip.



